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ABSTRAKSI 
 
 
Nama : Nofrindra Tri Arsya Wildayanto 
NIM : 201310110311292 
Judul      : Implikasi Penerapan Asas Opportunitas Oleh Jaksa Dalam 
Penunututan Suatu Tindak Pidana Dalam Perkara Yang 
Tidak Cukup Bukti. 
Pembimbing   : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD. 
           Dr. Sidik Sunaryo, SH. M.Si., M.Hum. 
 
 
 
Mengenai tugas dan fungsi kewenangan jaksa dalam melakukan suatu penuntutan, 
berdasarkan pasal 182 ayat 1 (A) bahwasanya penuntut umum mengajukan 
tuntutan pidana. Meski dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya jaksa bisa 
menerapkan asas opportunitas karena penuntutan dipegang oleh penuntut umum 
sebagai monopoli. Asas opportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang 
No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas 
menyatakan asas opportunitas itu dianut di Indonesia, yang dimana jaksa bisa 
untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang 
ada demi terciptanya suatu keadilan hukum. Bentuk pendekatan yang akan 
dilakukan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan sumber 
bahan primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data melalui undang-
undang serta hal yang mendukung seperti wawancara dan studi pustaka. Terkait 
hal ini menurut penulis dalam menangani suatu perkara pidana, jaksa harus 
melihat dari aspek hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang nya untuk 
mengambil suatu keputusan yang tepat dalam melakukan proses penuntutan. 
Berdasarkan adanya alasan tidak cukup bukti  dalam penghentian perkara, tidak 
tertutup kemungkinan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana 
karena untuk membuat suatu kejelasan peristiwa itu dan menentukan pelaku 
sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil yang telah 
diperoleh adalah peristiwa tersebut tidak mengandung suatu unsur tindak pidana 
dan dapat dihentikan demi kepentingan hukum. 
 
Kata Kunci: Asas Oportunitas, Jaksa, Wewenang, Alat Bukti 
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ABSTRACT 
 
 
Name : Nofrindra Tri Arsya Wildayanto 
NIM : 201310110311292 
Title          : The implications of the basic application of Opportunity by 
prosecutors in prosecution of a criminal offence in 
insufficient evidence. 
Supervisor       : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD. 
           Dr. Sidik Sunaryo, SH. M.Si., M.Hum. 
 
 
 
 
Regarding the duties and functions of the prosecutor's authority in conducting a 
prosecution, based on article 182 paragraph 1 (A) that the public prosecutor 
submits criminal charges. Although in carrying out its functions and authority 
prosecutors can apply the principle of opportunitas because prosecution is held by 
the public prosecutor as a monopoly. The principle of opportunitas is stipulated in 
Article 35c of Law No.16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of 
Indonesia expressly states the principle of opportunitas is embraced in Indonesia, 
where prosecutors can prosecute or not prosecute based on the evidence and facts 
that exist in order to create a justice of the law. This form of approach will be used 
using a normative juridical approach using primary and secondary material 
sources by means of data collection through legislation as well as supportive 
things such as interviews and library studies. In relation to this, according to the 
author in handling a criminal case, prosecutors should look at the legal aspects 
relating to their duties and authority to make an appropriate decision in the 
prosecution process. Based on the reason there is insufficient evidence in the 
termination of the case, there is no closed possibility of an event suspected as a 
criminal offence because to make a clarity of the event and determine the 
perpetrator as the suspect there is not enough evidence or from the results that 
have been obtained is that the event does not contain an element of criminal 
offence and can be stopped for the benefit of the law. 
 
Keywords: Principle of opportunity, Prosecutor, Authority,ProofTool 
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